KASUS SPJ FIKTIF

Sekdaprov dan Anggota DPRD Jadi

Padang, Singgalang

Sekdaprov Sumbar, Ali
Asmar dihadirkan sebagai
saksi dalam sidang lan-
jutan dugaan korupsi ber-
modus SPJ fiktif dengan
terdakwa Yusafni di Penga-
dilan Tipikor Padang, Se-
nin (12/3).

Sebagai Ketua Tim Ang-
garan Pemerintah Daerah
(TAPD) Sumbar sejak 2 Mei
2011, Ali Asmar menjelas-
Kan'TAPD tidak membahas
program SKPD secara me-
rinci. Ia mengaku hanya
melihat apakah ada mata
anggaran untuk program
tersebut, serta apakah pro-
gram tersebut ada dalam
RPIMD atau tidak. “Jadi
tidak merinci dari program
terdapat di SKPD masing-
masing. Dalam hal ini ber-

arti pada dinas Prasjal-

tarkim,” katanya.
Dijelaskannya, pembe-
basan lahan tersebut diu-
sulkan Dinas Prasjaltalkim.
Setiap tahun usulan itu
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masuk ke TAPD, karena
pembebasan tersebut tidak
tuntas dilakukan pada satu
tahun anggaran. “Biasa-
nya, kalau kegiatan berlan-
jut pada tahun berikutnya,
TAPD hanya memberi tan-
da kegiatan lanjutan, tidak
lagi membahasnya. Se-
~dangkan untuk evaluasi
dari kegiatan tahunan itu
biasanya pengawasan dan
pemeriksaan dilakukan

- oleh inspektorat. Selama -
itu tidak ada laporan atau-

pun temuan dari program
pembebasan lahan ter-
sebut,” terangnya.
Dikatakannya juga, da-
~ lam pengadaan tanah ter-
sebut dilakukan oleh tim 9
- yang dibentuk Pemko Pa-
dang. la berpendapat pro-
- Ses penganggaran tidak
ada kesalahan, namun ke-
salahan yang terjadi saat
ini adalah pada proses
pengerjaan. “Untuk proses
anggaran tidak ada masa-
lah, yang bermasalah ity

adalah proses pengerjaan-
nya,” pungkasnya.
Sementara saksi lain-
nya, anggota Komisi [II
DPRD Sumbar pada 2014,
Marlis mengatakan pihak-

nya selama ini tidak per-

nah mengetahui adanya
program pembebasan la-
han untuk infastruktur
strategis saat ia menjadi
anggota komisi yang ber-
mitra dengan dinas Pras-
jaltalkim tersebut. “Saya
tidak pernah tahu adanya
pengadaan tanah ini, jadi
setahu saya tidak pernah
dibahas waktu itu,” ka-
tanya,

Untuk fungsi penga-
wasan dari legislatif pi-
haknya tidak pernah turun
ke lapangan meninjau pro-
ses pengadaan tanah ini,
karena selama ini diakuj
saksi tidak pernah adanya
laporan dari masyarakat,
pemberitaan dari media
masa dan juga temuan dari

_dewan.

Saksi

“Karena itu selama ini
tidak ada dilakukan moni-
toring ke lapangan. Kami
hanya sering turun ke da-
erah-daerah meninjau in-
frastruktur ini,” kata Marlis
yang pernah menjadi ketua
komisi I1I tahun 2016 ter-
sebut.

Sebelumnya Yusafni di-
dakwa bersama-sama de-

- ngan mantan kepala dinas

Prasjaltarkim, Suprapto
melakukan dugaan korupsi
anggaran pembebasan la-
han.

Tahun 2012 selaku KPA
dan pada 2013 - 2016 se-
laku PPTK, Yusafni diduga
melakukan pembayaran
ganda untuk ganti rugi la-
han diJalan Samudera Ko-
ta Padang, jalur dua By pas
Padang, Fly Over Duku Pa-
dang Pariaman, dan pem-
bangunan main stadium di
Padang Pariaman sehingga
diduga merugikan keuang-
an negara Rp62 miliar
lebih. (wahyu)
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